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LEGALITAS PENGGUNAAN VIRTUAL OFFICE 
SEBAGAI KANTOR ADVOKAT

Oleh:
Ni Kadek Ratna Jayanti1

Abstract
Virtual office is a joint office equipped with physical facilities and human 
resources facilities. Virtual office is supported with internet facility, call center, 
receptionist, workspace, and technology-based meeting room. Advocates can 
use virtual office as an office in providing legal services to the public. In this 
study there are two problems that can be formulated that is 1) how is the legal 
relationship between the owner of a virtual office with an advocate who uses 
a virtual office as an advocate office? 2) How can a virtual office place be the 
domicile of an advocate’s office? This study is a normative legal research that 
examines the empty norm of virtual office. This condition will complicate the 
determination of domicile of a business entity. Legal material consists of primary 
legal materials and secondary legal materials collected through library studies. 
The analysis is done qualitatively. The legal relationship between a virtual office 
owner and an advocate who using a virtual office as an advocate’s office is based 
on a lease agreement. Virtual office agreement object used as an advocate’s 
office. The virtual office space may be the seat of an advocate’s office. Legality 
of advocates is determined by individual qualifications. In Act No. 18 of 2003 
on Advocates does not regulate the requirements of the advocate’s office as the 
basis of legality as an advocate. The virtual office address can be used as the 
domicile of the advocate office.

Keywords: legality, virtual office, advocate.

Abstrak
Virtual office adalah kantor yang bersama yang d�lengkap� dengan fas�l�tas f�s�k 
dan fas�l�tas sumber daya manus�a. Virtual office d�dukung dengan fas�l�tas 
�nternet, call center, reseps�on�s, ruang kerja, dan ruang pertemuan berbas�s 
teknolog�. Advokat dapat menggunakan virtual office sebaga� kantor dalam 
member�kan jasa hukum kepada masyarakat. Dalam penel�t�an �n� ada dua 
permasalahan yang dapat d�rumuskan yakn� 1) baga�manakah hubungan hukum 
antara pem�l�k virtual office dengan advokat yang menggunakan virtual office 
sebaga� kantor advokat? 2) Baga�manakah tempat kedudukan virtual office dapat 
menjad� tempat kedudukan kantor advokat? Penel�t�an �n� merupakan penel�t�an 
yur�d�s normat�ve yang mengkaj� mengena� kekosongan norma mengena� 
virtual office. Kond�s� �n� akan menyul�tkan legal�tas penentuan dom�s�l� suatu 
badan usaha. Bahan hukum terd�r� dar� bahan hukum pr�mer dan bahan hukum 
sekunder yang d�kumpulkan melalu� stud� kepustakaan. Anal�s�s d�lakukan secara 

1  Program Stud� Mag�ster Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Un�vers�tas Udayana Denpasar, Bal�, ema�l: 
karaj_y@yahoo.co.�d.
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kual�tat�f. Hubungan hukum antara pem�l�k virtual office dengan advokat yang 
menggunakan virtual office sebaga� kantor advokat d�dasarkan pada perjanj�an 
sewa menyewa. Objek perjanj�an virtual office yang d�gunakan sebaga� kantor 
advokat. Tempat kedudukan virtual office dapat menjad� tempat kedudukan 
kantor advokat. Legal�tas advokat d�tentukan oleh kual�f�kas� �nd�v�du. Dalam 
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat t�dak mengatur 
persyaratan mengena� kantor advokat sebaga� dasar legal�tas sebaga� advokat. 
Alamat virtual office dapat d�gunakan sebaga� dom�s�l� kantor advokat.

Kata kunc�: legalitas, virtual office, advokat.

I. PENDAHULUAN 
Virtual office atau kantor v�rtual 

merupakan sebuah ruang kerja yang 
beroperas� dengan memanfaatkan 
dun�a maya. Keberadaan virtual office 
pertama d�d�r�kan oleh Ralph Gregory 
pada tahun 1994 dengan mend�r�kan 
“V�rtual Off�ce, Inc.”, d� Boulder, 
Colorado. Seorang peb�sn�s yang �ng�n 
membuat kantor t�dak perlu membuat 
bangunan f�s�k send�r�. Peb�sn�s hanya 
cukup menyewa virtual office untuk 
memula� b�sn�snya. Penyewa dapat 
melakukan pekerjaan yang d�perlukan 
secara profes�onal atau secara pr�bad� 
tanpa mem�l�k� “f�s�k” lokas� usaha. 
Kantor v�rtual �n� menggunakan 
apl�kas� layanan perkantoran dengan 
format v�rtual, ba�k dalam bentuk surat 
menyurat dengan alamat ema�l, fax, 
telepon, dan jar�ngan �nternet la�nnya. 
Kehad�ran virtual office t�dak dapat 
d�lepaskan dar� revolus� teknolog� 
dan �nformas� yang berkembang 
sedem�k�an pesat dalam keg�atan 
b�sn�s. 

Pem�l�k virtual office akan 
membangun sebuah gedung d� lokas� 
b�sn�s yang strateg�s, lalu menyewakan 

kantornya kepada beberapa peb�sn�s 
untuk melakukan keg�atan usaha. 
Operas�onal perkantoran sepert� lobby, 
jasa reseps�on�s, surat-menyurat, ruang 
rapat bisnis meeting space, internet 
broadband, fax, printer fotokopi,, fitur 
telepon tingkat lanjut, call center, 
conference call, live receptionist 
virtual, video conferencing, dapur 
dan la�n-la�n d�sed�akan oleh pem�l�k 
virtual office. Fas�l�tas tersebut dapat 
d�gunakan oleh penyewa virtual 
office. Penggunaan �st�lah virtual 
office memang leb�h sederhana apab�la 
d�sebut sebaga� kantor bersama. Virtual 
office pada umumnya d�gunakan dalam 
keg�atan home �ndustr� barang/jasa, 
toko online, konsultan, akuntan, kamar 
dagang, kantor advokat, prakt�k dokter, 
apotek, broker saham dan la�n-la�n. 
Kehad�ran virtual office dalam dun�a 
usaha d�lakukan untuk menghemat 
b�aya pembuatan kantor, namun 
penyewa mendapatkan alamat kantor 
yang bergengs� dengan segala fas�l�tas 
eksklus�f yang dapat d�manfaatkan 
oleh penyewa.
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Para advokat2 dapat 
menggunakan virtual office untuk 
member�kan layanan jasa hukum. 
Dalam memula� praktek jasa hukum, 
seorang advokat harus mem�l�k� modal 
untuk membuat kantor hukum. Lokas� 
kantor hukum d�rasakan sangat pent�ng 
untuk menentukan prest�se advokat �tu 
send�r�. D� beberapa daerah, sepert� 
Jakarta, advokat t�dak dapat membuka 
kantor advokat d� rumahnya. Ketentuan 
mengena� kawasan perkantoran d�atur 
dalam ketentuan mengena� zonas� 
kawasan b�sn�s. Hal �n� berart�, seorang 
advokat harus meny�apkan anggaran 
yang cukup banyak untuk menyewa 
kantor d� lokas� yang strateg�s dan 
mendana� �nfrastruktur kantor. Apab�la 
dana untuk �nfrastruktur kantor t�dak 
memada�, b�asanya seorang advokat 
akan mem�l�h café atau restoran 
untuk bertemu dengan kl�en. Kond�s� 
�n� menjad� peluang bag� pem�l�k 
virtual office untuk menyewakan 
kantor m�l�knya kepada advokat, 
lengkap dengan layanan reseps�on�s, 
alat surat-menyurat, ruang meeting, 
ruang presentas� dan berbaga� fas�l�tas 
la�nnya. 

Prospek b�sn�s penyewaan 
virtual office sangat besar, meng�ngat 
sejumlah daerah telah mengeluarkan 
peraturan daerah tentang larangan 
penggunaan tempat t�nggal sebaga� 

2 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
d�nyatakan “Advokat adalah orang yang 
berprofes� member� jasa hukum, ba�k d� dalam 
maupun d� luar pengad�lan yang memenuh� 
persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-
undang �n�.”

tempat usaha. P�l�han untuk menyewa 
virtual office tentu dapat menekan b�aya 
yang akan d�keluarkan d�band�ngkan 
apab�la seorang advokat harus 
membuat kantor send�r�. D� Indones�a, 
legal�tas penggunaan virtual office 
belum d�atur dengan tegas, meng�ngat 
perbuatan hukum �n� baru berkembang 
d� Indones�a. Dalam pengurusan SIUP 
dan tanda daftar perusahaan, set�ap 
pengusaha waj�b membuat Surat 
Keterangan Dom�s�l� Badan Usaha 
(SKDBU). Undang-Undang yang 
mengatur mengena� virtual office 
memang belum ada. Untuk mengatas� 
kekosongan hukum �n�, pemer�ntah 
telah mengeluarkan surat edaran yang 
sebelumnya melarang penggunaan 
alamat virtual office sebaga� tempat 
dom�s�l� badan usaha. 

Dalam perkembangannya, 
d�keluarkan Surat Edaran Nomor 41/
SE/Tahun 2015 tanggal 2 November 
2015 tentang Surat Keterangan 
Dom�s�l� Badan Usaha yang Berkantor 
V�rtual yang memperbolehkan 
pembuatan Surat Keterangan Dom�s�l� 
Badan Usaha (SKDBU) pada Badan 
Usaha yang berkantor v�rtual (virtual 
office). Sampa� saat �n�, surat edaran 
tersebut mas�h bers�fat sementara 
meng�ngat belum adanya payung 
hukum yang mengatur mengena� 
virtual office. Pengaturan mengena� 
virtual office terutama terka�t dengan 
dom�s�l� atau tempat kedudukan badan 
usaha sangat pent�ng, meng�ngat 
ketentuan mengena� tempat kedudukan 
suatu kantor hukum akan menentukan 
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tempat d�lakukannya perbuatan hukum 
dan merupakan dom�s�l� p�l�han dar� 
para kl�en yang mem�l�h alamat kantor 
hukum tersebut. 

Dalam penel�t�an �n� ada dua 
permasalahan yang dapat d�rumuskan 
yakn� 1) baga�manakah hubungan 
hukum antara pem�l�k virtual office 
dengan advokat yang menggunakan 
virtual office sebaga� kantor advokat? 
2) Baga�manakah tempat kedudukan 
virtual office dapat menjad� tempat 
kedudukan kantor advokat? Penel�t�an 
mengena� “Legal�tas Penggunaan 
V�rtual Off�ce Sebaga� Kantor 
Advokat” adahah penel�t�an baru yang 
belum pernah d�tul�s sebelumnya oleh 
penel�t� la�n. Ada beberapa penel�t�an 
yang terka�t dengan penel�t�an �n� 
d�antaranya:
1. Integras� Apl�kas� Kolaboras� 

Untuk Kantor V�rtual oleh Basuk� 
W�noto. Penel�t�an �n� d�tul�s 
dalam kaj�an tekn�k �nformas�kan. 
Dalam penel�t�an tersebut ada 
beberapa permasalahan yakn� 
baga�manakah dukungan 
kolaboras� dengan layanan yang 
lengkap dapat mewujudkan 
s�stem kantor v�rtual, �nfrastruktur 
pendukung, �ntegras� apl�kas� 
kolaboras� dan aspek formal�sas� 
akt�f�tas dalam organ�sas�?3 
Penel�t�an �n� member�kan 
gambaran mengena� k�nerja 
virtual office.

3 Basuk� W�noto, 2015, Integrasi Aplikasi 
Kolaborasi Untuk Kantor Virtual, Pros�d�ng 
Sem�nar Nas�onal Apl�kas� Teknolog� 
Informas� 2005 (SNATI 2005), Yogyakarta, 
18 Jun� 2005, hlm. 1.

2. Penegakan Kode Et�k Profes� 
Advokat dalam Pendamp�ngan 
Kl�en Perkara P�dana Korups� 
oleh Franc�scus Xaver�us Rad�tya 
W�caksono. Dalam penel�t�an 
�n� d�kaj� tentang permasalahan 
baga�mana penegakan terhadap 
pelanggaran kode et�k profes� 
Advokat yang mendamp�ng� 
kl�en perkara p�dana korups�? 4 
Penel�t�an �n� menel�t� mengena� 
advokat sedangkan dalam 
penel�t�an penul�s, d�kaj� tentang 
legal�tas virtual office bag� 
advokat

3. Peran Advokat salam 
Pendamp�ngan Hukum, oleh 
Sahur� Lasmad�. Penel�t�an 
�n� membahas mengena� 
baga�mana peran advokat 
dalam pendamp�ngan hukum? 
Dan apakah kendala yang d� 
hadap� advokat dan solus�nya?   
Penel�t�an �n� membahas 
mengena� profes� advokat dalam 
penegakan hukum p�dana.5

Tujuan dalam penel�t�an �n� 
adalah sebaga� ber�kut: Tujuan 
umum penel�t�an �n� adalah untuk 
menganal�s�s legal�tas penggunaan 
virtual office sebaga� kantor advokat. 
Tujuan khusus penel�t�an adalah 
sebaga� ber�kut:
4  Franc�scus Xaver�us Rad�tya W�caksono, 2014, 

Penegakan Kode Etik Profesi Advokat dalam 
Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi, 
Jurnal Hukum Fakultas Hukum Un�vers�tas 
Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

5  Sahur� Lasmad�, 2014, Peran Advokat salam 
Pendampingan Hukum, Jurnal Inovat�f, 
Volume VII Nomor II Me� 2014, Jamb�, hlm. 
1.
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1) Untuk menganal�s�s hubungan 
hukum antara pem�l�k virtual 
office dengan advokat yang 
menggunakan virtual office 
sebaga� kantor advokat dan 

2) Untuk menemukan legal�tas 
tempat kedudukan virtual office 
menjad� tempat kedudukan 
kantor advokat. 

II. METODE PENELITIAN
Jen�s penel�t�an �n� adalah 

penel�t�an yur�d�s normat�f. Fokus 
kaj�an hukum normat�f adalah 
�nventar�sas� asas-asas dan doktr�n 
hukum, hukum pos�t�f, penemuan 
hukum dalam suatu perkara, s�stemat�k 
hukum, perband�ngan hukum, taraf 
s�nkron�sas� hukum, dan sejarah 
hukum.6 Kaj�an d�lakukan terhadap 
kekosongan norma yang mengatur 
mengena� legal�tas virtual office sebaga� 
kantor advokat. Pendekatan yang 
d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah 
pendekatan perundang-undangan 
yang mengkaj� mengena� ketentuan 
hukum perdata, hukum dagang dan 
undang-undang terka�t. Sela�n �tu, 
penel�t�an �n� juga menggunakan 
pendekatan konsep hukum yakn� 
konsep hukum perusahaan, advokat 
dan dom�s�l�. Pendekatan-pendekatan 
tersebut d�lakukan untuk menganal�s�s 
permasalahan yang d�bahas dalam 
penel�t�an �n�. 

Bahan hukum terd�r� dar� bahan 
hukum pr�mer yakn� KUH Perdata, 
6 Bambang Sunggono, 1997, Metodologi 

Penelitian Hukum, Raja Graf�ndo Persada,  
Jakarta, hlm. 83-102

KUH Dagang, dan Surat Edaran 
Nomor 41/SE/Tahun 2015 tanggal 
2 November 2015 tentang Surat 
Keterangan Dom�s�l� Badan Usaha 
yang Berkantor V�rtual serta bahan 
hukum sekunder yakn� l�teratur yang 
d�gunakan dalam penel�t�an �n�. Bahan 
hukum d�kumpulkan melalu� stud� 
kepustakaan. Tekn�s pengolahan dan 
anal�s�s bahan hukum d�lakukan dengan 
tekn�k deskr�ps�, tekn�k argumentas� 
dan tekn�k evaluas�. Anal�s�s d�lakukan 
secara kual�tat�f. Bahan hukum yang 
telah d�olah d�saj�kan secara deskr�pt�f 
anal�t�s. Cara anal�s�s deskriptif analitis 
member�kan gambaran mengena� 
subjek dan objek penel�t�an yang d��kut� 
dengan pemaparan mengena� has�l 
penel�t�an yang d�lakukannya.7 Dengan 
dem�k�an, akan d�peroleh jawaban 
mengena� legal�tas penggunaan v�rtual 
off�ce sebaga� kantor advokat. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hubungan Hukum Antara 

Pemilik Virtual Office dengan 
Advokat yang Menggunakan 
Virtual Office Sebagai Kantor 
Advokat 
Virtual office merupakan 

term�nolog� baru dalam b�dang hukum 
perusahaan. Pengaturan mengena� 
virtual office h�ngga saat �n� belum 
ada. Dalam KUH Perdata, KUH 
Dagang dan Undang-Undang d� b�dang 
keperdataan la�nnya t�dak mengatur 

7 Mukt� Fajar dan Yul�anto Achmad, 2010, 
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
hlm.183.
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mengena� virtual office. Hal �n� 
merupakan hal yang wajar meng�ngat 
keberadaan virtual office �tu sedar� 
baru berkembang d� dun�a mula� tahun 
1994, sedangkan d� Indones�a send�r� 
baru berkembang beberapa tahun 
belakangan �n�. Merujuk pada konsep 
rechststaat atau negara hukum yakn� 
negara yang dalam penyelenggaraan 
pemer�ntahannya berdasarkan 
pada pr�ns�p-pr�ns�p hukum8, maka 
pengaturan mengena� virtual office 
perlu d�buat secara khusus. 

Konsep virtual office hamp�r 
sama dengan penyewaan kantor 
bersama, hanya saja dalam penyewaan 
virtual office, pem�l�k t�dak hanya 
menyed�akan fas�l�tas f�s�k saja, 
namun juga fas�l�tas sumber daya 
manus�a yang d�lakukan dengan 
sangat profess�onal. Pem�l�k virtual 
office mempekerjakan reseps�on�s 
dan layanan call center yang bertugas 
menjawab set�ap telepon dan pertanyaan 
secara langsung. Peng�r�man surat ke 
alamat virtual office akan d�sampa�kan 
oleh reseps�on�s kepada kantor yang 
d�maksud. Apab�la surat d�sampa�kan 
dalam bentuk surat elektron�k, maka 
reseps�on�s akan meneruskan ema�l 
tersebut kepada yang d�tuju. Gedung 
virtual office juga d�lengkap� dengan 
petugas adm�n�stras� h�ngga petugas 
kebers�han dan keamanan yang bekerja 
dengan jam kerja tertentu. 

8 I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi 
Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah 
Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 
hlm. 158.

Hubungan hukum adalah 
hubungan yang men�mbulkan ak�bat 
secara hukum. Hubungan hukum 
antara pem�l�k virtual office dengan 
advokat yang menggunakan virtual 
office sebaga� kantor advokat adalah 
perbuatan sewa-menyewa yang 
d�leg�t�mas� dengan perjanj�an sewa-
menyewa. Menurut Abdulkad�r 
Muhammad, perbuatan sewa-menyewa 
mel�put� l�ma unsur, ya�tu persetujuan, 
penyerahan benda sewaan, pembayaran 
uang sewa, waktu sewa dan persyaratan 
sewa-menyewa, ya�tu:
a. Persetujuan adalah perbuatan 

yang menyatakan tercapa�nya 
kesepakatan d�antara para p�hak, 
yakn� p�hak yang menyewakan 
dengan p�hak penyewa per�hal 
benda sewaan, harga atau 
uang sewa, waktu sewa dan 
persyaratan sewa-menyewa 
la�nnya.

b. Penyerahan yakn� suatu 
perbuatan hukum dengan 
maksud mengal�hkan hak 
penguasaan benda sewaan dar� 
p�hak yang menyewakan kepada 
p�hak penyewa untuk men�kmat� 
hak atas benda yang d�sewakan 
tersebut.

c. Pembayaran uang sewa adalah 
suatu kontra prestas� berupa 
pember�an sejumlah uang dar� 
penyewa kepada p�hak yang 
menyewakan atas benda yang 
d�kuasa� penyewa tersebut.

d. Waktu sewa merupakan ukuran 
lamanya atau jangka waktu 
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berlangsungnya sewa-menyewa.
e. Persyaratan sewa-menyewa 

adalah ketentuan-ketentuan 
yang telah d�sepakat� bersama-
sama antara p�hak yang 
menyewakan dengan penyewa 
untuk memungk�nkan perolehan 
hak dan pemenuhan kewaj�ban 
d�antara para p�hak.9

Perbuatan sewa-menyewa 
d�lakukan oleh pem�l�k virtual office 
sebaga� p�hak yang menyewakan dan 
advokat sebaga� p�hak penyewa atas 
benda sewaan berupa virtual office 
yang d�gunakan sebaga� advokat untuk 
membuka kantor hukum. Perbuatan 
hukum tersebut d�tuangkan dalam 
perjanj�an sewa-menyewa. Perjanj�an 
menurut Johannes Ibrah�m dan 
L�ndawaty Sewu, merupakan suatu 
tul�san yang memuat janj� yang d�buat 
olehpara p�hak secara lengkap d�mana 
dalam perjanj�an tersebut memuat 
ketentuan-ketentuan dan persyaratan-
persyaratan. Perjanj�an mem�l�k� fungs� 
sebaga� alat bukt� tentang adanya 
seperangkat kewaj�ban. 10 Is� yang 
d�muat dalam perjanj�an �tu yang akan 
d�jad�kan dasar bag� hak�m apab�la d� 
kemud�an har� terjad� permasalahan 
hukum” 11  Kewaj�ban tersebut 
t�mbul dar� adanya perjanj�an sewa-

9 Abdulkad�r Muhammad, 2014, Hukum Perdata 
Indonesia, C�tra Add�tya Bakt�, Bandung, hlm. 
346.

10 Johannes Ibrah�m dan L�ndawaty Sewu, 2007, 
Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia 
Modern, Ref�ka Ad�tama, Bandung, hlm. 43

11 H. Sal�m HS, H. Abdullah dan W�w�ek 
Wahyun�ngs�h, 2008, Perancangan Kontrak 
& Memorandum of Understanding (MoU), 
S�nar Graf�ka, Jakarta,. hlm. 23-24.

menyewa, ba�k kewaj�ban p�hak yang 
menyewakan dan p�hak penyewa. 

Perjanj�an sewa-menyewa 
d�dasarkan atas asas umum dalam 
hukum perjanj�an yakn� asas kebebasan 
berkontrak. Asas kebebasan berkontrak 
atau freedom of contract principle 
mengajarkan bahwa para p�hak secara 
hukum bebas untuk menentukan 
hal-hal yang �ng�n mereka ura�kan 
dalam perjanj�an atau kontrak yang 
d�buatnya. Apab�la mereka sudah 
menandatangan� kontrak maka para 
p�hak sudah t�dak bebas lag�, mela�nkan 
sudah ter�kat kepada hal apa saja 
yang telah d�sebutkan dalam kontrak 
tersebut.12 Berdasarkan asas kebebasan 
berkontrak maka objek sewa-menyewa 
berupa virtual office t�dak d�larang 
menurut hukum. Seseorang bebas 
untuk mem�l�h menyewa bangunan 
gedung f�s�k ataupun gedung v�rtual 
sebaga� kantor untuk keg�atan usaha. 
Kebebasan tersebut hanya d�batas� 
dengan �t�kad ba�k. Pr�ns�p �t�kad 
ba�k dalam pelaksanaan perjanj�an 
�n� mengamanatkan agar para p�hak 
menafs�rkan perjanj�an �tu berdasarkan 
kead�lan dan kepatutan.13 

Seorang advokat dapat 
menyewa satu blok virtual office dan 
memanfaatkan semua fas�l�tas virtual 
office dengan b�aya yang cukup 
murah. B�aya sewa d�bayarkan sesua� 
dengan perjanj�an sewa-menyewa 
dengan model pembayaran bulanan 

12  Mun�r Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, 
Rajawal�, Jakarta, hlm. 181. 

13  Handr� Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di 
Indonesia, Buku K�ta, Jakarta, hlm. 58-59.
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atau tahunan. Harga yang d�tawarkan 
untuk satu blok virtual office mula� 
Rp 400.000,00. B�aya tersebut tentu 
sangat r�ngan d�band�ngkan dengan 
membuat kantor send�r� d� lokas� 
b�sn�s yang mengharuskan advokat 
menyewa kantor dan melengkap� 
fas�l�tas-fas�l�tasnya. Sebaga� seorang 
penyewa, maka advokat mem�l�k� 
hak penguasaan atas virtual office, 
termasuk menggunakan alamat virtual 
office sebaga� tempat kedudukan 
kantor advokat. 

3.2 Legalitas Tempat Kedudukan 
Virtual Office Menjadi Tempat 
Kedudukan Kantor Advokat
Tempat kedudukan adalah 

landasan dom�s�l� komers�al 
(commercial domicile) bag� perusahaan. 
Dom�s�l� tersebut sangat pent�ng bag� 
perusahaan untuk memast�kan keg�atan 
komers�al yang d�lakukannya.  Tempat 
kedudukan menjad� tempat utama 
(principal place) bag� perusahaan untuk 
mengatur pelaksanaan maksud dan 
tujuan serta keg�atan usaha Perseroan 
sebaga�mana yang tercantum dalam 
anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga. Permasalahan hukum terjad� 
d�mana mas�h ada perdebatan apakah 
penggunaan alamat virtual office dapat 
d�gunakan sebaga� tempat kedudukan 
suatu perusahaan. Dalam pengurusan 
�z�n usaha, surat keterangan dom�s�l� 
sangat d�butuhkan, termasuk juga 
dalam pendaftaran perusahaan. Surat 
keterangan dom�s�l� juga sangat 
d�perlukan bag� perusahaan yang 

menerb�tkan faktur pajak. Pengusaha 
kena pajak yang telah mem�l�k� omzet 
mencapa� Rp 600.000.000,00 akan 
d�surve� oleh D�rjen pajak. seh�ngga 
penggunaan dom�s�l� virtual office 
t�dak d�perbolehkan bag� pengusaha 
tersebut.

Penguj�an legal�tas penggunaan 
virtual office oleh advokat sebaga� 
kantor hukum dapat d�t�njau dar� 
beberapa aspek, yakn� legal�tas 
advokat dan dar� bentuk hukum kantor 
advokat. Legal�tas advokat melekat 
pada d�r�nya send�r�. Hal tersebut 
dapat d�l�hat dar� persyaratan sebaga� 
advokat sebaga�mana d�atur dalam 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2003 tentang Advokat.14 
Persyaratan untuk menjad� advokat 
hanya mengatur mengena� hal-hal 
yang terka�t dengan kual�f�kas� seorang 
advokat sebaga� sebuah profes� yakn� 
d�l�hat dar� seg� kewarganegaraan, 

14  Pasal 3   (1)  Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang Advokat menyatakan sebaga� 
ber�kut

(1) Untuk dapat d�angkat menjad� Advokat harus 
memenuh� persyaratan sebaga� ber�kut : 

a. warga negara Republ�k Indones�a; 
b. bertempat t�nggal d� Indones�a; 
c. t�dak berstatus sebaga� pegawa� neger� atau 

pejabat negara; 
d. berus�a sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 

l�ma) tahun; 
e. ber�jazah sarjana yang berlatar belakang 

pend�d�kan t�ngg� hukum sebaga�mana 
d�maksud dalam Pasal 2 ayat (1); 

f. lulus uj�an yang d�adakan oleh Organ�sas� 
Advokat; 

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 
terus menerus pada kantor Advokat; 

h. t�dak pernah d�p�dana karena melakukan t�ndak 
p�dana kejahatan yang d�ancam dengan p�dana 
penjara 5 (l�ma) tahun atau leb�h;

�. berper�laku ba�k, jujur, bertanggung jawab, 
ad�l, dan mempunya� �ntegr�tas yang t�ngg�.
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tempat t�nggal, status pekerjaan, 
us�a, kual�f�kas� pend�d�kan, dan 
per�laku calon advokat. Dalam 
Undang-Undang tentang Advokat 
tersebut t�dak mengatur mengena� 
ketentuan kantor advokat. Terka�t 
dengan masalah per�z�nan, �z�n profes� 
tersebut merupakan �z�n yang ter�kat 
pada perorangan, bukan pada bentuk 
badan usahanya, seh�ngga kantor 
advokat tersebut t�dak memerlukan 
berkas per�z�nan sepert� Surat Iz�n 
Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar 
Perusahan.

Bentuk badan usaha kantor 
advokat adalah f�rma. F�rma adalah 
suatu jen�s persekutuan perdata atau 
usaha bersama untuk menjalankan 
perusahaan yang d�d�r�kan dengan 
menggunakan nama bersama dar� 
mereka yang �kut serta dalam f�rma 
tersebut.15 Dasar hukum f�rma d�atur 
dalam Pasal 16 sampa� 35 KUH 
Dagang. Dalam Undang-Undang 
tentang advokat t�dak d�tentukan 
mengena� larangan penggunaan 
virtual office. Mengena� kantor 
advokat, dalam Pasal 8 but�r c Kode 
Et�k Advokat Indones�a d�nyatakan 
“Kantor Advokat atau cabangnya t�dak 
d�benarkan d�adakan d� suatu tempat 
yang dapat merug�kan kedudukan 
dan martabat Advokat.” Penggunaan 
virtual office sebaga� kantor advokat 
t�dak merug�kan kedudukan dan 
martabat Advokat. Fas�l�tas yang 
d�sed�akan oleh pem�l�k virtual office 
15  Zaeny Asyhad�e, 2008, Hukum Bisnis: Prinsip 

dan Pelaksanaannya di Indonesia, Rajawal�, 
Jakarta, hlm. 37.

justru men�ngkatkan prest�se advokat 
dalam member�kan jasa hukum. 
Advokat dapat memanfaatkan semua 
fas�l�tas virtual office secara terjadwal 
dengan b�aya sewa yang relat�ve murah 
d�band�ngkan dengan membuat kantor 
send�r�. 

Sebaga� sebuah bentuk 
usaha f�rma, maka advokat t�dak 
membutuhkan �z�n usaha sebaga�mana 
layaknya badan usaha yang berbadan 
hukum. Hal �n� memudahkan advokat 
untuk menggunakan alamat virtual 
office sebaga� dom�s�l�. Tempat 
t�nggal atau dom�s�l� merupakan 
tempat untuk melakukan perbuatan 
hukum. Tujuan dar� penentuan 
dom�s�l� adalah untuk memudahkan 
para p�hak untuk melakukan hubungan 
hukum, yakn� suatu perbuatan hukum 
yang men�mbulkan ak�bat hukum.16 
Dom�s�l� p�l�han d�atur dalam Pasal 
24 KUH Perdata yang menyatakan 
sebaga� ber�kut:

Dalam suatu akta dan terhadap 
suatu soal tertentu, kedua p�hak atau 
salah satu p�hak bebas untuk mem�l�h 
tempat t�nggal yang la�n dar�pada 
tempat t�nggal yang sebenarnya. 
Pem�l�han �tu dapat d�lakukan secara 
mutlak, bahkan sampa� mel�put� 
pelaksanaan keputusan hak�m, atau 
dapat d�batas� sedem�k�an rupa 
sebaga�mana d�kehendak� oleh kedua 
p�hak atau salah satu p�hak. Dalam 
hal �n� surat-surat juru s�ta, gugatan-
gugatan atau tuntutan-tuntutan yang 
16  T�t�k Tr�wulan Tut�k, 2011, Hukum Perdata 

dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana 
Prenada Med�a Group, Jakarta, hlm. 58.
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tercantum atau termaksud dalam akta 
�tu, boleh d�lakukan d� tempat t�nggal 
yang d�p�l�h dan d� muka hak�m tempat 
t�nggal �tu. 

Penggunaan alamat virtual 
office sebaga� dom�s�l� kantor virtual 
office t�dak menyalah� aturan hukum. 
Dom�s�l� bag� sebuah kantor advokat 
sangat pent�ng meng�ngat tempat 
kedudukan tersebut mem�l�k� berbaga� 
manfaat ba�k manfaat prakt�k maupun 
manfaat yang dapa d�t�njau dar� seg� 
hukum. Lokas� kantor advokat yang 
strateg�s akan memudahkan masyarakat 
untuk mengetahu� kantor advokat 
yang dapat membantu mereka untuk 
menyelesa�kan permasalahan hukum. 
Pem�l�han lokas� kantor advokat 
dengan menyewa virtual office dapat 
mengh�ndarkan advokat dar� ketentuan 
zonas� ruang usaha. Kantor advokat 
menjad� pusat keg�atan bag� advokat 
untuk member�kan konsultas� hukum, 
melakukan negos�as�, pengars�pan dan 
sebaga�nya.

Dalam kaj�an hukum, tempat 
kedudukan kantor advokat sangat 
pent�ng, karena kantor advokat dapat 
menjad� dom�s�l� p�l�han bag� kl�en 
yang t�dak meng�ng�nkan penggunaan 
tempat t�nggalnya sebaga� dom�s�l�. 
Dalam menentukan dom�s�l� p�l�han, 
set�daknya ada empat hal yang perlu 
d�perhat�kan yakn�:
a. P�l�han harus terjad� dengan 

adanya perjanj�an.
b. Perjanj�an d�buat dalam bentuk 

tertul�s.

c. Pohan hanya dapat terjad� untuk 
satu kal� atau leb�h perbuatan 
hukum atau hubungan hukum 
tertentu.

d. Penentuan p�l�han tersebut 
d�sebabkan karena adanya 
kepent�ngan yang wajar.17 
Penggunaan tempat kedudukan 

advokat sebaga� dom�s�l� dar� kl�en 
d�tegaskan dalam surat kuasa khusus 
yang d�ber�kan kl�en kepada advokat 
untuk mengurus perkaranya atau 
d�tegaskan dalam �dent�tas subjek 
hukum pada suatu perjanj�an. 
Penegasan p�l�han tersebut t�dak 
boleh hanya d�lakukan dengan l�san, 
mela�nkan harus d�tuangkan pada 
perjanj�an tertul�s mengena� hal 
tertentu berdasarkan kepent�ngan yang 
wajar. 

IV. KESIMPULAN
1. Hubungan hukum antara pem�l�k 

virtual office dengan advokat 
yang menggunakan virtual 
office sebaga� kantor advokat 
adalah hubungan hukum 
berdasarkan perjanj�an sewa-
menyewa. Pem�l�k v�rtual office 
berkedudukan sebaga� p�hak 
yang menyewakan, sedangkan 
advokat berkedudukan sebaga� 
p�hak penyewa. Hubungan 
hukum tersebut d�tuangkan 
dalam perjanj�an tertul�s.

2. Tempat kedudukan virtual office 
dapat menjad� tempat kedudukan 
kantor advokat karena persyaratan 

17  Ibid.., hlm. 62.
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untuk menjad� seorang advokat 
melekat pada �nd�v�du, bukan 
pada jen�s usaha dan bentuk 
usaha pelayanan hukum. Kantor 
advokat berbentuk f�rma, 
oleh sebab �tu kantor advokat 
t�dak membutuhkan �z�n usaha 
sebaga�mana badan usaha yang 
berbadan hukum la�nnya. 

DAFTAR PUSTAKA
Abdulkad�r Muhammad, 2014, Hukum 

Perdata Indonesia, C�tra Add�tya 
Bakt�, Bandung.

Atmadja, I Dewa Gede, 2010, Hukum 
Konstitusi Problematika 
Konstitusi Indonesia Sesudah 
Perubahan UUD 1945, Setara 
Press, Malang.

Bambang Sunggono, 1997, Metodologi 
Penelitian Hukum, Raja Graf�ndo 
Persada,  Jakarta. 

Handr� Raharjo, 2009, Hukum 
Perjanjian di Indonesia, Buku 
K�ta, Jakarta.

Johannes Ibrah�m dan L�ndawaty Sewu, 
2007, Hukum Bisnis Dalam 
Persepsi Manusia Modern, 
Ref�ka Ad�tama, Bandung.

Mukt� Fajar dan Yul�anto Achmad, 
2010, Dualisme Penelitian 
Hukum Normatif dan Empiris, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mun�r Fuady, 2014, Konsep Hukum 
Perdata, Rajawal�, Jakarta. 

Sal�m HS, H. Abdullah dan 
W�w�ek Wahyun�ngs�h, 2008, 
Perancangan Kontrak & 
Memorandum of Understanding 

(MoU), S�nar Graf�ka, Jakarta.
T�t�k Tr�wulan Tut�k, 2011, Hukum 

Perdata dalam Sistem Hukum 
Nasional, Kencana Prenada 
Med�a Group, Jakarta.

Zaeny Asyhad�e, 2008, Hukum Bisnis: 
Prinsip dan Pelaksanaannya di 
Indonesia, Rajawal�, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang Advokat 
(Lembaran Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 2003 Nomor 
49. Tambahan Lembaran Negara 
Republ�k Indones�a Nomor 
4288).

Basuk� W�noto, 2015, Integrasi 
Aplikasi Kolaborasi Untuk 
Kantor Virtual, Pros�d�ng 
Sem�nar Nas�onal Apl�kas� 
Teknolog� Informas� 2005 
(SNATI 2005), Yogyakarta, 18 
Jun� 2005.

Franc�scus Xaver�us Rad�tya 
W�caksono, 2014, Penegakan 
Kode Etik Profesi Advokat dalam 
Pendampingan Klien Perkara 
Pidana Korupsi, Jurnal Hukum 
Fakultas Hukum Un�vers�tas 
Atma Jaya Yogyakarta, 
Yogyakarta.

Sahur� Lasmad�, 2014, Peran Advokat 
salam Pendampingan Hukum, 
Jurnal Inovat�f, Volume VII 
Nomor II Me� 2014, Jamb�.

Vol. 6, No. 1 : 67 - 77




